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ABSTRACT

This raised the issue Impelentasi a review of the role of the village chief in the Context of Regional Autonomy Law No. According to. 32 of 2004 in the village of Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan province. The background of this research role of the village chief is expected to be able to advance his village along with BPD as legislative bodies at the village level.
OBJECTIVE: To describe the procedure village chief duties under the Act No.. 32 of 2004, this study uses Juridical Empirical methods, field research and interviews, while the subject of research is the village chief in the village Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan Province.

Research explains that happen on the field that the implementation of the role of the village chief in the village Lenggang running optimally, because the village chief in running the Government to establish a cooperative relationship in almost all institutions in the village Lenggang, South Barito regency, Central Kalimantan Province.

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar  belakanag  Masalah
Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi darah dengan memberikan kewenangan yanag luas,nyata dan bertanggung jawab kepada darah,Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut darah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan menguruss kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk dasar terlaksananya otonomi daerah yang, luas, nyata dan bertanggung jawab dibuat pembagian daerah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 yaitu  Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dibagia atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang ‘ sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 18 UUD 45 tersebut maka diundangkanlah UU no 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah.

Keberadaan UU no 32 tahun 2004 telah memberikan angin baru untuk kehidupan pemerintahan di Indonesia yang reformatif,transfaran dan fropesionalisme dalam mengelola prose pembangunan dan pemerintahan, bahkan telah memberikan harapan akan jaminan untuk melaksankan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal dari rakyat,oleh rakyat untuk rakyat, hal tersebut dikarenakan UU no 32 tahun 2004 secara jelas dan tegas memberikan otonomi luas,nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan pemerintahan otonomi daerah akan lebih mampu melaksanakan pembangunan yang desentarlistik,yakni pembangunan daerah yang senantiasa berorientasi dan mempertimbang karakteristik daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan yang terdesentralisasi sudah barang  akan lebih dinamis efektif dan inopatif, karena akan lebih cepat merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat, pembangunan desentralisasi dalam pelaksanaan pememrintah daerah, merupakan aspek yang sangat menentukan untuk terciptanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang berkesinambungan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang juga mengatur mengenai desa, menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt setempat berdasarkan asal –usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju selt governing yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuyai kondisi dan budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan pemahaman  seimbang terhadap pelaksanaan otonomi daerah,  dengan otonomi daerah,  selanjutnya  dalam undang-undang 

ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintah desa adalah ;

1. Keanekaragaman memiliki makna istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat, seperti kampong  ,deso lempo akan menghargai dan menghormat  system nilai bernegara.

2.  Partisipasi  memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa bersama sesama warga desa.

3. Otonomi asli  memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai social budaya mereka setempat, namun harus deselenggaralan dalam porspektif administrasi pemerintah modern

4. Demokratisasi   memiliki makna bahwa penyelenggaraan pememrintahan desa harus mengakomudasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD). Dan lembagakemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat  Memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesaejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,program dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Undang-undang No 32 tahun 2004 mengatur hal yang mendasar mengenai pembentukan,pengahapusan dan atau penggabungan desa,susunan organisasi pemerintah desa,Badan  permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan  dan belanja desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa Keanggotan BPD direkrot melalui pemilihan oleh penduduk desa setempat dari calon yang memenuhi persyaratan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati.

Dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengataur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan social budaya masyarakat setempat,berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra dari pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Sumber pendapatan asli desa merupakan sumber keuangan desa yang digali dari dalam wilayah desa yang bersangkutan yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang syah. Pendapat asli desa dipungut berdasarkan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan  dapat menumbuhkan prakarsa dan kreaktivitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunana dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia, selain desa mampu mengembang dan  memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuki mandiri. Berkenaan dengan itu Undang-undang No 32 tahun 2004 telah membuka peluang kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yangt cukup potensial dengan berdasarkan ketentuan yang ada anatara lain dengan pendirian  Badan Usaha Milik Desa,bekerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Berdasarkan uraian diataslah penuliss tertarik untuk mengangkatnya ke dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul ‘PERANAN KEPALA DESA  DALAM  RANGKA  PELAKSANAAN OTONOMI  DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DI DESA  LENGGANG  ( Studi di Kabupaten Barito Selatan Kal- Teng )

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Dari alasan pemilihan judul diatas maka dapat dirumuskan permasalahan  sebagai berikut ;

1.  Apakah fungsi dan kewenangan kepala desa menurut Undang-undang  No 32 tahun 2004 di Desa  Lenggang Kab Barito  Selatan Kal-Teng

2. Apakah  peranan kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa di desa Lenggang  Kabupaten Barito Selatan Kal-Teng

C. Metode  Penelitian

Adapun penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,sitimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, pemeriksaan dilakukan terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Metode penelitian Yuridis Normatif
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu ;

a. Data Primer
Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Metode penelitian Yuridis Empiris

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu ;

a. Penelitian kepustakaan
Yaitu mempelajari buku-buku, Undang-undang, Literatur dan peraturan lainnya, yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian

b. Penelitian Lapangan
Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan berupa wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan obyek yang di teliti melalui kuesioner terbuka agar mendapat jawaban yang bebas dan akurat.
3. Analisa Data

Analaisa  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  manganalisa secara  deskriftip  analisis,  yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan/melukiskan  keadaan  sobyek/obyek  penyelidikan  pada  saat 
 sekarang  berdasarkan  fakta
BAB II
Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Apa Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
Kepala Desa dalam memegang mandat dari pemerintah pusat tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yaitu:

1. Memeimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Membina penyelenggaraan masyarakat desa

3. membina perekonomian desa

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Untuk dapat mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa, segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Kapala Desa wajib bersikap adil,tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi apabila Kepala Desa mempersulit dalam memberikan pelayanan maka akan diberikan teguran dan/atau peringatan tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaartan Desa dan menympaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan fungsi Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan pelaksanaan fungsi Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
Fungsi-fungsi lainnya ialah merencanakan dan mengkoordinir kegiatan pemerintah desa serta mengawasi apakah para pamong desa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kepala Desa berkewajiban memelihara hubungan baik/mengadakan kerjasama dengan seluruh warga masyarakat. Instansi-instansi atasan maupun badan-badan/organisasi-organisasi di tingkat desa. Hal-hal tersebut dilakukan oleh Kepala Desa guna mencapai tujuan Pemerintah Desa.

Di dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk pencapaian tersebut perlu adanya lembaga dan tata kerja pemerintahan dan perangkatnya, dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan desa atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat dibentuk sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan msyarakat dan mengenai sebutan nama-namanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Susunan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Ketua pimpinan dan penanggungjawab

2. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi

3. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan

4. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
Tata cara pembentukan pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masayrakat

2. Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dan rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu

3. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Lembaga kemasyarakatan di desa mempnyai tugas membantu Kepala Desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi yang dinamis dalam masyarakat.

B. Apa Peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa

Pemerintahan Desa merupakan perangkat daerah dibawah Camat, dimaksudkan sebagai garis terdepan dalam pemerintahan untuk menghimpun data otentik yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam menyusun langkah program Negara ini pada masa akan datang.
Kepala Desa menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya demi tercapainya pembangunan masyarakat yang otonom. Dalam pelaksanaan Otonimi desa diperlukan adanya kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 12 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa akan terdiri dari pertama, Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa dan perangkatnya dan kedua, Badan permusyawaratan Desa yang merupakan Legislatif Desa.
Sumber pendapatan yaitu dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah dan pemerintahan daerah.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada pemerintah Kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:
5. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya.
6. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangaan yang berlaku.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemeirntah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab Kepala Desa untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom.

Pengertian demikian menunjukan adanya keterikatan antara pemerintah provinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam system dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena kabupaten, kota dan desa penyusunannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah Provinsi.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dana kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakan pada daerah kabupaten dan kota, maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan kelurahan sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten dan kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan pula bahwa Desa sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan “self governing community” yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat.

Untuk meningkatkan kemampuan desa menggali potensi yang dimilikinya Kepala Desa harus segera merumuskan upaya agar tenaga-tenaga potensial yang ada di kota terpanggil untuk turut membangun desa dan masyarakatnya agar desa terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti pelaku ekonomi,tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.
Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktu social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:
1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi

3. Akses terhadap pasar

4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.
Dengan demikian kedudukan Kepala Desa lebih merupakan wakil dari pemerintahan Desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.sebagai konsekuensinya maka kepala desa tidak lagi mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat
BAB  III
P  E  N  U  T  U  P
A. Kesimpulan
1. Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya demi tercapainya pembangunan masyarakat desa yang otonom. Dalam pelaksanaan otonomi desa ini diperlukan adanya kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, seperti sering diadakannya pertemuan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan rencana kerja pemerintahan desa dalam membangun kehidupan masyarakat desa yang lebih baik.

2. Kepala Desa juga mempunyai peranan yang sangat besar yaitu bertugas untuk membina perekonomian masyarakat desa dalam bentuk menumbuhkembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dalam kekeluargaan, seperti semakin dikembangkannya usaha koperasi unit desa.
3. Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat vital, karena di tangan seorang Kepala Desa sebuah tampu pemerintahan dipertaruhkan.
4. Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa adalah belum terealisasikannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,hal ini dikarenakan keberadaan Undang-undang tersebut baru dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi di desa sebagian besar kebijakannya masih menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

B. Saran-saran

Hasil kesimpulan yang diuraikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran:
1. Kepala Desa di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat menjadi panutan bagi warga masyarakat sebagai pimpinan di suatu wilayah desa. Dengan adanya wibawa kepemimpinan dari kepala desa ini akan menjadikan rasa hormat yang tinggi dari masyarakat dapat diterima dan dimengerti oleh warga dan dapat dilaksanakan dengan rasa sukarela.

2. Pelaksanaan otonomi di desa sangat membutuhkan koordinasi, yang dalam hal ini dikoordinir oleh Kepala Desa. Dalam melaksanakan kebijakan otonomi di desa, diharapkan Kepala Desa menerima masukan-masukan baik dari Badan Permusyawaratan Desa maupun dari anggota masyarakat desa lainnya, agar tercipta suatu hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dengan warga desanya.

3. Kepala Desa sebagai pemimpin di suatu desa harus mengerti sifat-sifat warga desanya sehingga mempermudah untuk kelancaran jalannya tampuk  pemerintahan yang sedang diembannya.sehingga  rasa  simpatisan  masyarakat menjadi  tumbuh  dengan  semangat  yang  tinggi,  tentunya  akan sangat  bertisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  di daerahnya,   hal inilah  yang  harus  diperhatikan  oleh  kepala desa  dengan berbagai  cara,  sehingga  kepala  desa  dengan  masyarakat  seolah-oleh selalu  berbimbingan  tangan  untuk  menuju  kearah  yang  lebih  maju,  dan jangan  samapi  terjadi    hal  yang sebaliknya.
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